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Abstrak 
 

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak dasar warga negara yang 
penyelenggaraannya harus terhindar dari praktik maladministrasi. Namun, dalam 
praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi yang berpotensi 
menurunkan kualitas pelayanan publik. Sebagai lembaga pengawas eksternal, 
Ombudsman Republik Indonesia melakukan transformasi instrumen pengawasan dari 
Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan 
Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 menjadi Penilaian Maladministrasi 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik 
Indonesia Nomor 61 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan 
karakteristik Penilaian Maladministrasi dalam sistem pengawasan Ombudsman 
Republik Indonesia serta menganalisis fungsinya sebagai upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 
kepustakaan (library research) melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, 
jurnal ilmiah, serta publikasi resmi Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Penilaian Maladministrasi berkedudukan sebagai instrumen 
pengawasan preventif dalam sistem pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. 
Penilaian dilakukan terhadap dimensi input, proses, output, pengaduan, kepercayaan 
masyarakat, serta kepatuhan penyelenggara terhadap Tindakan Korektif, Saran 
Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan yang hasilnya dituangkan dalam Opini 
Ombudsman Republik Indonesia. Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme 
peringatan dini (early warning system) terhadap potensi maladministrasi, sarana 
perbaikan tata kelola pelayanan publik, penguatan akuntabilitas penyelenggara, serta 
penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja 
organisasi. Dengan demikian, Penilaian Maladministrasi tidak hanya berfungsi sebagai 
instrumen pengawasan preventif, tetapi juga sebagai mekanisme yang berkontribusi 
terhadap pencegahan maladministrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik 
secara berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Ombudsman Republik Indonesia; Penilaian Maladministrasi; Opini 
Ombudsman; Pengawasan Preventif; Pelayanan Publik; Kualitas Pelayanan Publik. 
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A. Pendahuluan 
 

Negara berkewajiban memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh akses 
terhadap pelayanan publik, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Sebagai 
hak warga negara, pelayanan publik harus diselenggarakan secara berkualitas guna memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum (Sugiarto, 2024; UU No. 25 
Tahun 2009, 2009). Dimana Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan upaya menyediakan 
kebutuhan masyarakat yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kepuasan bagi penerima 
layanan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan memperhatikan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara 
maupun masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya berfokus pada 
pemenuhan standar pelayanan, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjamin 
kenyamanan, keadilan, dan kepuasan masyarakat sebagai pemegang hak atas pelayanan publik 
(Tariyah, 2022). Sebagai hak dasar warga negara, pelayanan publik harus dapat diakses oleh 
masyarakat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga hak 
tersebut dapat terpenuhi secara adil, transparan, dan bertanggung jawab (Radien, 2022). Akan 
tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk maladministrasi dalam pelayanan 
publik. 

Menurut Agus Dwiyanto dalam (Tobing, 2026), kualitas pelayanan publik ditentukan oleh 
sistem pelayanan, aparatur, dan budaya organisasi. Ketidakefektifan salah satu faktor tersebut 
dapat meningkatkan risiko terjadinya maladministrasi. Kondisi ini salah satunya tercermin 
dalam polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat Tahun 2026 
yang memunculkan berbagai keluhan masyarakat, mulai dari kendala sistem, ketidaksesuaian 
informasi, hingga dugaan ketidakjelasan dalam proses seleksi dan verifikasi (Tim DetikJabar, 
2026). Permasalahan tersebut menunjukkan adanya potensi maladministrasi berupa pelayanan 
yang tidak optimal, keterlambatan penanganan pengaduan, serta ketidaksesuaian prosedur 
dalam penyelenggaraan layanan publik. 

Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mandiri dan berperan sebagai pengawas 
eksternal penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

Abstract 
 

High-quality public service is a fundamental right of every citizen and should be 
delivered free from maladministration. However, in practice, various forms of 
maladministration continue to occur, potentially undermining the quality of public 
service delivery. As an external oversight institution, the Ombudsman of the Republic of 
Indonesia has transformed its oversight instrument from the Public Service Standards 
Compliance Assessment, as regulated under Ombudsman Regulation Number 22 of 
2016, to the Public Service Maladministration Assessment, as stipulated in Ombudsman 
Regulation Number 61 of 2025. This study aims to analyze the position and 
characteristics of the Public Service Maladministration Assessment within the oversight 
system of the Ombudsman of the Republic of Indonesia and to examine its role in 
improving the quality of public services. The study employs a qualitative method using a 
library research approach through the review of legislation, scholarly literature, and 
official publications of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The findings 
indicate that the Public Service Maladministration Assessment serves as a preventive 
oversight instrument within the Ombudsman's oversight system. The assessment covers 
the dimensions of input, process, output, complaint management, public trust, and 
compliance with Corrective Actions, Recommendations for Improvement, and/or 
Recommendations for Enhancement, the results of which are presented in the form of 
an Ombudsman Opinion. The assessment serves as an early warning system for 
identifying potential maladministration, promotes improvements in public service 
governance, strengthens the accountability of public service providers, and provides 
information to support organizational performance evaluation. Accordingly, the Public 
Service Maladministration Assessment functions not only as a preventive oversight 
instrument but also as a mechanism that contributes to preventing maladministration 
and continuously improving the quality of public services. 
 
Keywords: Ombudsman of the Republic of Indonesia; Public Service Maladministration 
Assessment; Ombudsman Opinion; Preventive Oversight; Public Service; Public Service 
Quality. 
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 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman berwenang mengawasi pelayanan 
publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk BUMN, 
BUMD, badan hukum milik negara, serta badan swasta yang menjalankan fungsi pelayanan 
publik tertentu, guna mencegah terjadinya maladministrasi (UU No 37 Tahun 2008, 2008). 
Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman adalah Penilaian 
Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara sistematis untuk 
menilai potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dalam rangka memperkuat pengawasan tersebut, Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 
2025 menegaskan bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian 
Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan 
dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu digantikan dengan instrumen pengawasan yang lebih 
relevan (PO 61 Tahun 2025, 2025). Sejak tahun 2025, Ombudsman melaksanakan Penilaian 
Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai transformasi dari Penilaian 
Kepatuhan, yang diwujudkan melalui penyempurnaan instrumen penilaian berupa penambahan 
dimensi kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap Tindakan Korektif, Saran 
Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan (PKO No 7 Tahun 2025, 2025). Hasil penilaian 
tersebut dituangkan dalam Opini Ombudsman RI, yaitu pernyataan formal yang diberikan 
Ombudsman kepada penyelenggara berdasarkan hasil Penilaian Maladministrasi (PO 61 Tahun 
2025, 2025) 

Ombudsman RI memiliki fungsi preventif dalam pengawasan pelayanan publik melalui 
instrumen penilaian yang bertujuan mencegah terjadinya maladministrasi dan mendorong 
peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik (Hanasi et al., 2026). Selain sebagai 
upaya pencegahan, Penilaian Maladministrasi juga berfungsi sebagai instrumen perbaikan tata 
kelola dan penguatan kinerja penyelenggara pelayanan publik. Melalui proses penilaian, 
Ombudsman dapat mengidentifikasi potensi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan 
serta memberikan masukan perbaikan kepada penyelenggara. Hasil penilaian tersebut 
dituangkan dalam Opini Ombudsman RI yang memuat saran penyempurnaan untuk perbaikan 
kebijakan dan tata kelola, sehingga dapat memperkuat sistem pelayanan publik serta mencegah 
terjadinya maladministrasi (Ringkasan Eksekutif Opini Ombudsman RI, 2025). Atas dasar itu, 
penting untuk mengkaji kedudukan Penilaian Maladministrasi dalam sistem pengawasan 
Ombudsman RI serta fungsinya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis kedudukan dan 
karakteristik Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam sistem 
pengawasan Ombudsman RI, dan (2) menganalisis fungsi Penilaian Maladministrasi sebagai 
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 
B. Metodologi 
 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur (library 
research) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, 
pencatatan, dan pengelolaan berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh 
landasan teoritis serta informasi pendukung analisis (Zed, 2004).  Data primer diperoleh dari 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 
Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan 
Ketua Ombudsman RI Nomor 7 Tahun 2025. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, 
hasil penelitian terdahulu, dan publikasi Ombudsman RI yang berkaitan dengan pelayanan 
publik, maladministrasi, dan pengawasan pelayanan publik. Dengan metode ini, penelitian 
diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai fungsi Penilaian 
Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI sebagai upaya 
peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 
 
1. Kedudukan Penilaian Maladministrasi dalam Sistem Pengawasan Ombudsman RI 
a. Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI 

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan lembaga pengawas 
eksternal yang efektif dalam mengawasi kinerja penyelenggara negara. Pengawasan eksternal 
terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tiga jalur: keterlibatan masyarakat dalam 
bentuk laporan/pengaduan, pengawasan oleh Ombudsman sesuai kewenangannya, serta 
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pengawasan oleh lembaga legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) (UU No. 
25 Tahun 2009, 2009). Dalam menjalankan pemeriksaan laporan, Ombudsman berpedoman 
pada prinsip independensi, non-diskriminasi, imparsialitas, dan tanpa biaya (UU No 37 Tahun 
2008, 2008). Ombudsman menempati posisi sebagai lembaga pengawas eksternal yang 
independen dan berfungsi mencegah penyalahgunaan wewenang, tindakan diskriminatif, serta 
ketidakadilan yang merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan (Abdullah et al., 2025). 

Penilaian Maladministrasi menempati sebagai instrumen pencegahan (preventif) 
sebagaimana ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan 
maladministrasi, Ombudsman melaksanakan penilaian untuk menyatakan opini (PO 61 Tahun 
2025, 2025). Tujuan umum dari penilaian ini adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan 
perbaikan kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman sebagai upaya pencegahan 
maladministrasi pada setiap unit pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah 
(Ringkasan Eksekutif Opini Ombudsman RI, 2025).  

Kedudukan tersebut berkorelasi dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, 
yang mengatur tugas Ombudsman RI, meliputi:  
1) menerima laporan atas dugaan maladministrasi;  
2) melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;  
3) menindaklanjuti laporan dalam ruang lingkup kewenangannya;  
4) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri;  
5) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, 

lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan;  
6) membangun jaringan kerja;  
7) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

serta  
8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Ketentuan Pasal 7 angka 7 tersebut menjadi dasar normatif bahwa pencegahan 
maladministrasi merupakan tugas Ombudsman RI, dan Penilaian Maladministrasi merupakan 
salah satu instrumen pelaksanaan fungsi pencegahan itu. 

 
a) Transformasi dari Penilaian Kepatuhan menuju Penilaian Maladministrasi 

Perubahan dari Penilaian Kepatuhan menuju Penilaian Maladministrasi secara normatif 
didasarkan pada Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025. Dalam konsideran 
menimbang huruf c disebutkan bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sudah tidak lagi sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti. Konsekuensinya, Peraturan 
Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam ketentuan 
penutup Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025 (PO 61 Tahun 2025, 2025). 

Berbeda dengan Penilaian Kepatuhan yang berorientasi pada pemenuhan standar 
pelayanan publik, Penilaian Maladministrasi menggunakan pendekatan yang lebih 
komprehensif berdasarkan beberapa dimensi, yaitu input, proses, output, dan pengelolaan 
pengaduan serta disempurnakan melalui penambahan unsur kepercayaan masyarakat dan 
kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau saran penyempurnaan (PKO 
No 7 Tahun 2025, 2025). Transformasi ini mencerminkan pergeseran orientasi pengawasan 
Ombudsman dari sekadar menilai kepatuhan terhadap standar pelayanan menuju upaya 
pencegahan maladministrasi secara sistematis dan metodis, sekaligus menjadi dasar 
penyampaian opini pengawasan dan saran penyempurnaan kepada penyelenggara (PO 61 
Tahun 2025, 2025) 

 
b. Karakteristik Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
a) Tujuan Penilaian Maladministrasi 

Penilaian Maladministrasi dilaksanakan secara sistematis dan metodis untuk menghasilkan 
opini terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (PKO No 7 Tahun 2025, 2025).  Berdasarkan 
Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025, Penilaian Maladministrasi bertujuan untuk:  
1) Menggambarkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik;  
2) Memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara;  
3) Memetakan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  
4) Memberi pengaruh kepada penyelenggara guna perbaikan dan penyempurnaan pelayanan 

publik; serta  
5) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi 

hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 
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 Kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa Penilaian Maladministrasi tidak semata 
berfungsi menilai penyelenggaraan pelayanan publik, melainkan juga menjadi sarana 
pencegahan maladministrasi dan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan, sehingga 
memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang 
baik. 
b) Objek Penilaian 

Berdasarkan Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, objek 
penilaian ditetapkan pada instansi penyelenggara pelayanan publik yang berada pada tingkat 
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Objek penilaian pada tingkat kementerian 
mencakup 38 kementerian. dua di antaranya dinilai melalui instansi vertikal, yaitu Kantor 
Pertanahan (Kantah) sebagai instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional, serta Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah 
Tahanan Negara (Rutan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai instansi vertikal 
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penilaian juga dilakukan terhadap 8 lembaga, salah 
satunya melalui instansi vertikal Kepolisian Resor (Polres) di bawah Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (POLRI). Pada tingkat pemerintah daerah, penilaian mencakup 264 
pemerintah daerah, terdiri atas 38 pemerintah provinsi, 170 pemerintah kabupaten, dan 56 
pemerintah kota. Cakupan objek yang luas ini menunjukkan bahwa Penilaian Maladministrasi 
dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pelayanan publik di 
berbagai tingkatan pemerintahan (PKO No 7 Tahun 2025, 2025). 

 
c) Unsur Penilaian 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, unsur 
penilaian terdiri atas dimensi penilaian, kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap 
Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan.  
1) Dimensi 

Dimensi Penilaian terdiri atas dimensi input, proses, output, dan pengaduan. Setiap dimensi 
memiliki bobot penilaian yang berbeda dalam Penilaian Maladministrasi. 

- Dimensi Input 
Dimensi input yang menilai kesiapan dan kapasitas dasar penyelenggara dalam memberikan 
pelayanan publik, yang meliputi sumber daya manusia, perencanaan, serta sistem pendukung 
yang tersedia. 

- Dimensi Proses 
Dimensi proses yang menilai kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar pelayanan dan 
peraturan yang berlaku mencakup variabel standar pelayanan yang (mengukur kesenjangan 
persepsi antara penyelenggara dan penerima layanan) dan variabel maladministrasi (menilai 
sejauh mana pelayanan publik terbebas dari praktik maladministrasi, seperti penyimpangan 
prosedur, penundaan berlarut, dan pelayanan yang tidak kompeten). 

- Dimensi Output 
Dimensi output yang mengukur hasil pelayanan berdasarkan data sekunder eksternal, seperti 
Indeks Pembangunan Manusia (BPS), Standar Pelayanan Minimum (Kemendagri), Program 
Prioritas Nasional (Bappenas), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Kementerian PANRB). 

- Dimensi Pengaduan 
Dimensi pengaduan yang menilai pengelolaan pengaduan masyarakat melalui variabel 
komitmen (keseriusan pimpinan dan aparatur menindaklanjuti pengaduan secara cepat dan 
adil) dan variabel budaya (sejauh mana nilai keterbukaan terhadap pengaduan tertanam dalam 
organisasi).  

- Kepercayaan Masyarakat 
Kepercayaan Masyarakat diukur melalui variabel kompetensi (kemampuan pelaksana 
memberikan pelayanan secara efektif, efisien, dan responsif, tercermin dari indikator keandalan 
dan responsivitas) dan variabel nilai perilaku (keterbukaan, integritas, dan keadilan 
penyelenggara). Hasil pengukuran terhadap dimensi dan kepercayaan masyarakat sebagai tolak 
ukur Kualitas Pelayanan. 
 
2) Kepatuhan Terhadap Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan 

Mengukur sejauh mana penyelenggara melaksanakan rekomendasi perbaikan Ombudsman. 
Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan 
yang tinggi mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan Ombudsman sekaligus keseriusan 
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penyelenggara dalam memperbaiki sistem pelayanan dan mencegah maladministrasi (PKO No 7 
Tahun 2025, 2025). 

 
d) Opini Ombudsman RI sebagai Hasil Penilaian 

Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan pernyataan formal yang 
diberikan oleh Ombudsman sebagai hasil dari Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik (PO 61 Tahun 2025, 2025). Hasil Penilaian Maladministrasi dituangkan dalam 
laporan hasil penilaian yang merupakan laporan resmi kelembagaan Ombudsman bagi setiap 
kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, 
Ombudsman memberikan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada 
penyelenggara pelayanan pada tingkat kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota. 
Penentuan opini dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap berbagai dimensi penilaian, 
tingkat kepercayaan masyarakat, serta tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap Tindakan 
Korektif, Saran Perbaikan, dan Saran Penyempurnaan yang telah diberikan oleh Ombudsman. 
Selanjutnya, hasil pengukuran kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan tersebut dinyatakan 
dalam bentuk opini yang terdiri atas kualitas tertinggi, kualitas tinggi, kualitas sedang, kualitas 
rendah, dan kualitas terendah (PKO No 7 Tahun 2025, 2025). 

 
Sumber : (PKO No 7 Tahun 2025, 2025) 

 
c. Pemanfaatan Hasil Penilaian dalam Tata Kelola Organisasi 

Dalam Penilaian Maladministrasi, variabel perencanaan digunakan untuk menilai 
keberadaan dan kualitas dokumen serta strategi perencanaan pelayanan publik, mencakup 
rencana kegiatan, target capaian, dan evaluasi kinerja organisasi, yang dinilai oleh Tim Penilai 
melalui studi dokumen atas bukti dukung pelaksanaan (PKO No 7 Tahun 2025, 2025). 
Keberhasilan penerapan standar pelayanan turut didukung oleh perencanaan yang sistematis, 
pelatihan, publikasi informasi layanan, dan akses yang luas bagi masyarakat. Dalam konteks 
Penilaian Maladministrasi, hasil penilaian dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara sebagai 
bahan evaluasi untuk menyusun strategi perbaikan pelayanan dan meningkatkan kinerja 
organisasi. Pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar pengambilan keputusan sejalan 
dengan konsep pengukuran kinerja organisasi (Mahdi et al., 2023). Selain itu, sistem 
pengukuran kinerja yang objektif mendukung akuntabilitas pengelolaan organisasi melalui 
penyediaan informasi yang lebih terukur untuk mengevaluasi pencapaian program dan menjadi 
dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja (Dhamara & Fauzi, 
2023). 
 
Pembahasan 
1. Penilaian Maladministrasi sebagai Instrumen Pencegahan Maladministrasi 

Penilaian Maladministrasi merupakan bentuk pengawasan preventif Ombudsman, 
sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025 bahwa dalam 
rangka melaksanakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi, Ombudsman 
melaksanakan Penilaian. Penilaian ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi 
maladministrasi sejak dini agar penyelenggara dapat melakukan perbaikan sebelum 
maladministrasi terjadi (PO 61 Tahun 2025, 2025). Dengan demikian Penilaian Maladministrasi 
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 mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan 
profesional (Elisa, 2026). 

Pendekatan ini berbeda secara fundamental dari penyelesaian laporan masyarakat, yang 
bersifat korektif dilaksanakan melalui pemeriksaan dan tindak lanjut atas dugaan 
maladministrasi yang telah dialami masyarakat (Annisa & Ridwan, 2024). Dengan berpedoman 
pada prinsip independensi, non-diskriminasi, imparsialitas, dan tanpa biaya, perbedaan 
keduanya dapat diringkas sebagai berikut: 

 
Aspek Penilaian Maladministrasi 

 

Penyelesaian Laporan 
Masyarakat 

 

Sifat Preventif, mencegah 
maladministrasi 

Korektif, menyelesaikan 
dugaan maladministrasi yang 
dilaporkan 

Pelaksanaan Penilaian terhadap 
penyelenggaraan pelayanan 
publik 

Pemeriksaan dan tindak lanjut 
atas laporan masyarakat 

Orientasi Peningkatan kualitas pelayanan 
dan perbaikan sistem 

Penyelesaian permasalahan 
yang dialami masyarakat 

Hasil Opini Pengawasan 
Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik 

Penyelesaian laporan sesuai 
hasil pemeriksaan 

 
Dengan karakteristik tersebut, Penilaian Maladministrasi dapat dipahami sebagai 

mekanisme peringatan dini (early warning system) yang mendukung fungsi pencegahan 
maladministrasi oleh Ombudsman. Melalui identifikasi potensi maladministrasi sejak dini, 
penyelenggara didorong untuk melakukan perbaikan sebelum penyimpangan berkembang 
menjadi maladministrasi yang berdampak pada masyarakat, sehingga memperkuat pengawasan 
eksternal Ombudsman sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan 
akuntabel (PO 61 Tahun 2025, 2025; Yoesvizar, 2024). 

 
2. Penilaian Maladministrasi sebagai Instrumen Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik 

Penilaian Maladministrasi menggunakan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan 
dimensi input, proses, output, pengaduan, kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap 
hasil pengawasan Ombudsman, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif 
mengenai kualitas pelayanan publik dan menjadi dasar perbaikan tata Kelola (PKO No 7 Tahun 
2025, 2025). Pendekatan ini memperkuat sedikitnya empat aspek tata kelola: 

- Kompetensi penyelenggara, diukur melalui indikator keandalan dan responsivitas pelaksana 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil pengukuran menjadi dasar bagi 
penyelenggara untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan dan penguatan kapasitas 
aparatur (PKO No 7 Tahun 2025, 2025). 

- Pemantauan dan evaluasi kinerja, karena hasil penilaian dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
evaluasi dalam menyusun strategi peningkatan kinerja organisasi. Penguatan sistem 
pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan efektivitas 
penyelenggaraan pelayanan publik (Sihombing et al., 2025). 

- Tata kelola pengaduan, karena efektivitas pengelolaan pengaduan sangat dipengaruhi oleh 
kejelasan mekanisme penanganan, sosialisasi kepada masyarakat, dan tindak lanjut 
penyelenggara; pengelolaan yang belum optimal terbukti menghambat peningkatan kualitas 
pelayanan publik (Riyadi, 2020). 

- Orientasi pelayanan kepada masyarakat, diukur melalui indikator keandalan, responsivitas, 
keterbukaan, integritas, dan keadilan, sebagai dasar menilai kesesuaian pelayanan dengan 
kebutuhan dan ekspektasi masyarakat (PKO No 7 Tahun 2025, 2025). Pendekatan yang 
berorientasi pada masyarakat tersebut sejalan dengan konsep manajemen pelayanan publik 
yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama peningkatan kualitas 
pelayanan (Prasetyo & Kurniati, 2025). 
 
3. Penilaian Maladministrasi sebagai Instrumen Penguatan Akuntabilitas 

Dalam mendukung penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, Penilaian 
Maladministrasi menghasilkan Opini Ombudsman sebagai hasil resmi penilaian terhadap 
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik (PO 61 Tahun 2025, 2025; PKO No 7 Tahun 2025, 
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2025). Hasil pengukuran setiap dimensi memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan 
berdasarkan berbagai variabel penilaian sehingga dapat menjadi dasar pembinaan, 
pengawasan, dan penyusunan strategi perbaikan oleh penyelenggara. Sebagaimana pada 
Penilaian Kepatuhan, rekapitulasi hasil Penilaian Maladministrasi juga menjadi bahan evaluasi 
bagi penyelenggara dalam menilai kinerja pelayanan dan merumuskan upaya peningkatan 
akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik (Putra et al., 2025; PO 61 Tahun 2025, 2025). 
Transparansi hasil penilaian diwujudkan melalui publikasi Opini Ombudsman sebagai bentuk 
pertanggungjawaban publik atas kualitas penyelenggaraan pelayanan, sejalan dengan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan public (Muh Fikri Haikal & Deasy Mauliana, 
2022). Selain itu, Penilaian Maladministrasi mendorong tindak lanjut berkelanjutan melalui 
pemberian Saran Penyempurnaan yang wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara sebagai 
bagian dari upaya perbaikan pelayanan publik dan menjadi bahan perencanaan Penilaian pada 
tahun berikutnya (PO 61 Tahun 2025, 2025). 

 
4. Pemanfaatan Hasil Penilaian ke dalam Sistem Kinerja Organisasi 

Hasil Penilaian Maladministrasi menjadi salah satu indikator dalam variabel perencanaan 
yang digunakan untuk menilai apakah hasil penilaian telah masuk ke dalam indikator kinerja 
unit maupun pemerintah daerah (PKO No 7 Tahun 2025, 2025). Pemanfaatan hasil penilaian 
sebagai bagian dari indikator kinerja menunjukkan bahwa hasil penilaian tidak hanya berfungsi 
sebagai bahan evaluasi, tetapi juga sebagai dasar peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan 
secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep pengukuran dan evaluasi kinerja yang 
menempatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan organisasi dan peningkatan kualitas 
layanan (Drajat Armono & Nurhayanto, 2022). Dengan demikian, Penilaian Maladministrasi 
menunjukkan pergeseran orientasi dari instrumen penilaian menjadi bagian dari penguatan 
manajemen kinerja organisasi melalui pemanfaatan hasil penilaian dalam proses perencanaan 
dan evaluasi kinerja. 

 
5. Kontribusi Penilaian Maladministrasi terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Secara kumulatif, Penilaian Maladministrasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan publik melalui lima jalur utama. Pertama, pencegahan maladministrasi melalui 
pemetaan potensi maladministrasi sejak dini sehingga penyelenggara dapat melakukan 
perbaikan sebelum pelanggaran terjadi (PO 61 Tahun 2025, 2025). Fungsi tersebut sejalan 
dengan peran Ombudsman dalam upaya pencegahan maladministrasi (Ismawati et al., 2025). 
Kedua, peningkatan kualitas tata kelola pelayanan melalui tindak lanjut hasil Penilaian 
Maladministrasi dan Saran Penyempurnaan yang mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik (PO 61 Tahun 2025, 2025). Upaya tersebut sejalan dengan 
pentingnya peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan tata kelola dan orientasi 
pelayanan kepada masyarakat (N Rorong et al., 2025). Ketiga, penguatan akuntabilitas 
penyelenggara pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil Penilaian Maladministrasi sebagai 
dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan. Kontribusi tersebut sejalan dengan peran Ombudsman 
dalam memperkuat akuntabilitas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
(Mareshky et al., 2024). Keempat, peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat 
yang diukur melalui kecepatan dan ketepatan penyelenggara dalam merespons kebutuhan dan 
keluhan masyarakat (PKO No 7 Tahun 2025, 2025). Kelima, penguatan kepercayaan masyarakat 
terhadap penyelenggara yang diukur melalui indikator keandalan, responsivitas, keterbukaan, 
integritas, dan keadilan (PKO No 7 Tahun 2025, 2025). 
 
D. Kesimpulan 

Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik berkedudukan sebagai 
instrumen pengawasan preventif yang dikembangkan oleh Ombudsman Republik Indonesia 
untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. Instrumen ini merupakan transformasi dari Penilaian Kepatuhan terhadap 
Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 menuju 
pendekatan pengawasan yang lebih komprehensif berdasarkan Peraturan Ombudsman 
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 dan Peraturan Ketua Ombudsman Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Melalui penilaian terhadap dimensi input, proses, output, 
pengaduan, kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap Tindakan Korektif, Saran 
Perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan, Penilaian Maladministrasi memungkinkan 
pengawasan yang lebih menyeluruh sehingga potensi maladministrasi dapat diidentifikasi sejak 
dini. 
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 Penilaian Maladministrasi berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan 
publik melalui pencegahan maladministrasi sebagai mekanisme peringatan dini (early warning 
system), perbaikan tata kelola pelayanan yang mencakup aspek kompetensi penyelenggara, 
perencanaan, pengelolaan pengaduan, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat, penguatan 
akuntabilitas penyelenggara melalui hasil Penilaian Maladministrasi yang dituangkan dalam 
Opini Ombudsman, serta pemanfaatan hasil penilaian dalam indikator kinerja unit dan 
pemerintah daerah. Dengan demikian, Penilaian Maladministrasi tidak hanya berfungsi sebagai 
instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan berkelanjutan yang mendorong 
penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, responsif, dan akuntabel, 
sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. 
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